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Pasar kaget merupakan salah satu jenis pasar tradisional non permanen yang
berdiri diatas area yang tidak diperuntukkan sebagai tempat berdagang seperti di
atas badan jalan maupun trotoar. Keberadaannya di kota Banjarmasin telah
melanggar sejumlah aturan salah satunya terkait penyelenggaraan K4 yang
didalamnya memuat ketentuan pidana. Ketentuan tersebut mengarah pada peran
yang dimiliki Satpol-PP sebagai PPNS dalam pelaksanaan penegakan hukum
terhadap pelanggaran peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana peran Satpol-PP sebagai PPNS dalam melakukan penegakan hukum
terhadap pelanggaran peraturan daerah atas keberadaan pasar kaget di kota
Banjarmasin dan kendalanya dalam menjalankan perannya untuk menegakkan
hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan observasi di salah satu pasar kaget yang
sudah cukup lama berdiri di kota Banjarmasin yaitu Pasar Tungging di jalan
Cempaka Raya Kecamatan Banjarmasin Barat dan juga melakukan wawancara
yang terdiri dari anggota PPNS Satpol-PP, pihak Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, pedagang pasar kaget, dan masyarakat.

Peneliti mendapati bahwa Satpol-PP sebagai PPNS memiliki peran dalam
penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota
yang mengarah pada proses penyidikan melalui tindakan represif pro yustisi.
Sementara, peran Satpol-PP sebagai PPNS dalam melakukan penegakan hukum
terhadap pelanggaran peraturan daerah pada pasar kaget di kota Banjarmasin belum
terlaksana. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala baik dari dalam maupun
luar instansi Satpol-PP itu sendiri. Kendal-kendala tersebut seperti kurangnya
tenaga PPNS dan penyelesaian perkara yang tidak mencapai ranah PPNS.





